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KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi yang dilakukan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang

berada di bawahnya bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat dalam

mencari keadilan. Harapan yang diinginkan adalah agar birokrasi dan terutama aparatur

dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan

bagi para aparatur pemerintahan.

Keberhasilan reformasi birokrasi bukan pada dokumentasi, namun harus mampu

dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi bukan

pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana masyarakat yang dilayani dapat

merasakan dampak perubahan yang lebih baik, itulah makna yang sebenarnya dari Revolusi

Mental di bidang aparatur peradilan. Namun demikian, perubahan itu harus tetapterukur,

harus selalu dapat direcanakan arah perubahan itu sendiri. Setiap perubahan harus dapat

diikuti agar kita dapat mengarahkan perubahan itu kearah yang lebih baik sesuai dengan

prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010 – 2025 mengamanatkan agar disusunsuaturoad map reformasi birokrasi

setiap lima tahunan. Road map ini tentunya akan merupakan peta jalan perubahan yang

diharapkan agar birokrasi yang lebih baik lagi dapat terwujud. Dengan road map ini dapat

memonitor sejauh mana perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya termasuk didalamnya Pengadilan

Agama Gresik.

Road Map Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan cetak

biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010 – 2035 yang merupakan kelanjutan dari cetak biru

2004 – 2009 dan telah diselaraskan dengan Road Map Mahkamah Agung 2015-2019

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, serta proses penyusunannya telah memperhatikan

berbagai hal yang tertuang dalam RPJM, nawacita, masukan dari para pakar, pemerhati

masalah birokrasi, para praktisi yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada di bawahnya dan memperhatikan berbagai capaian perkembangan

reformasi birokrasi pada periode 2010 – 2014.

Pengadilan Agama Gresik sudah melaksanakan reformasi birokrasi.Program

reformasi birokrasi ini dilaksanakan secara terstruktur.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi ini masih belum

sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dan kinerja aparatur yang belum optimal,

oleh karena itu perlu mengevaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi secara periodic

dan berkesinambungan.
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Akhirnya kami berharap semoga Road Map Reformasi Birokrasi ini dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi

Gresik, Januari 2019

Ketua Pengadilan Agama Gresik

Drs. SANTOSO, M.H.
NIP. 19690402 199303 1 002
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Mahkamah Agung memandang bahwa

Reformasi Birokrasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari reformasi peradilan.

Oleh karenanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Gresik menempati

prioritas penting dalam upaya mencapai visi Pengadilan Agama Gresik, yaitu “Terwujudnya
Pengadilan Agama Gresik Yang Agung “.

Banyak upaya pembenahan atau perubahan sistem yang sudah dilakukan, namun

demikian Pengadilan Agama Gresik menyadari bahwa sebenarnya pekerjaan terberat dalam

perubahan ini adalah memastikan terjadinya perubahan pola pikir (mind set) dan budaya

kerja (culture set) segenap aparatur Pengadilan Agama Gresik, untuk terjadi perubahan

perilaku melalui revolusi mental sesuai dengan Nawacita Presiden RI. Perubahan pada

tingkatan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dampak perubahan yang

diharapkan.

Mengingat begitu banyaknya rekomendasi dan agenda perbaikan atau perubahan

yang harus dilakukan, maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif dan terpadu

untuk memastikan tercapainya hasil yang diharapkan. Oleh karenanya Mahkamah Agung

sejak akhir 2009, telah dilakukan upaya penyusunan cetak biru 2010 – 2035 yang

merupakan kelanjutan dari cetak biru 2004 – 2009.

Mahkamah Agung (MA) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman serta peradilan

Negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman

karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak

manajemen di bidang administratif, personil dan financial serta sarana prasarana. Kebijakan

“satu atap”, memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung dituntut

untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang

profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel.

Penyatuan satu atap beserta semua konsekuensi logis yang muncul untuk menjadi

lembaga yang mumpuni dalam bidang peradilan dan mampu mengelola administratif,

personil, financial dan sarana prasarana, membuat Mahkamah Agung melakukan

perubahan atau pembaruan di semua aspek secara hamper bersamaan melalui 8 (delapan)

area perubahan, yang juga dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu :

1. Area I Manajemen Perubahan

2. Area II Peraturan Perundang-undangan

3. Area III Organisasi

4. Area IV Tatalaksana

5. Area V Manajemen Sumber Daya Manusia

6. Area VI Pengawasan
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7. Area VII Akuntabilitas

8. Area VIII Pelayanan Publik

Kondisi tersebut di atas secara bertahap akan mengarahkan pada perubahan yang

menyangkut sikap mental dan perubahan struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik

seperti pemisahan Panitera dan Sekretaris. Beberapa sistem pengelolaan organiasai

dengan Teknologi Informasi yang terpadu (IT) merupakan sarana dukungan untuk

tercapainya Tranparansi Pengelolaan Putusan maupun pengelolaan organisasi yang

modern, yang di dukung Profesionalitas Sumber Daya Manusia dengan Perubahan Sikap

Mental Aparatur.

Beberapa Program unggulan (Quick Wins) Mahkamah Agung Tahun 2009 adalah :

1. Transparansi putusan

2. Pengembangan Teknologi Informasi

3. Pengelolaan PNBP

4. Kode etik hakim

5. Manajemen SDM, khususnya analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan dan sistem

remunerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja)

Kemudian dilanjutkan dengan Program unggulan (Quick Wins) Mahkamah Agung

2015 - 2019 yang menyangkut :

1. Revolusi Mental/perubahan mental model/perilaku aparatur

2. Restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung

3. Pengembangan Teknologi Informasi

4. Penguatan Pengawasan

5. Sumber Daya Manusia Aparatur

6. Peningkatan Pelayanan Publik

Keenam (Quick Wins) tersebut merupakan program unggulan yang menjadi target

terlaksananya Road Map Mahkamah Agung 2015 – 2019 dalam rangka mewujudkan

tatanan perubahan sikap mental sumber daya manusia menjadi sember daya manusia yang

profesional dan mempunyai integritas yang tinggi, organisasi yang tepat ukuran dan tepat

fungsi, birokrasi yang efektif dan efisien, e-government, dalam rangka mewujudkan birokrasi

yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang

berkualitas, dan keenam Program (Quick Wins) Mahkamah Agung tersebut juga

dilaksanakan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG DAN KONTEKS PEMBARUAN

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan “Kekuasaan Kehakiman

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum

Republik Indonesia”.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh

Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan

Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian

tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 tentang Mahkamah Agung.

Dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dinyatakan

bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan
peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing
lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan
lingkungan peradilan masing-masing”. Dan dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan

bahwa “Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
diatur dengan undang-undang tersendiri”. Sebagai realisasi dari pasal 13 ayat (3)
dan Pasal 14 ayat (1) tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009.
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Secara Umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik

dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan

Agama, baik yang bersifat Administratif, Keuangan dan Organisasi mengacu pada

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA / SEK / 07 / SK / III /

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Gresik sebagai

Pelayanan Publik yang dituntut bekerja secara terprogram dan terorganisir untuk

mewujudkan pelayanan hukum secara prima transparan dan bertanggung jawab.

Road Map Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Gresik dalam rangka

pembaruan peradilan membutuhkan stakeholder internal dan eksternal peradilan

melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 sampai

dengan tahun 2019 serta berbagai perkembangan kondisi dan perundangan baru.

Oleh karena itu, dinilai perlu menyusun Road Map 2015-2019 yang “komprehensif,

sistematis dan berkelanjutan”, meliputi pembenahan di seluruh aspek peradilan

dalam kerangka pembaruan peradilan, termasuk untuk mengakomodasi inisiatif

pembaruan peradilan pada pengadilan tingkat bawah, dengan memperhatikan road

map 2010 – 2035.

Road Map Pengadilan Agama Gresik berdasarkan Cetak Biru tahun 2010-

2035, memuat Perencanaan Strategis untuk 25 (dua puluh lima tahun) mendatang

yang dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-

cita pembaruan badan peradilan secara utuh.

B. PENDEKATAN PENYUSUNAN ROAD MAP 2010 - 2035

Penyusunan Road Map selain bertolak dari evaluasi implementasi Cetak Biru

Mahkamah Agung 2003 dan Cetak Biru 2010-2035, juga dilakukan berdasarkan ODA.

ODA dilakukan dengan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (The

Framework of Courts Excellence). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area “Peradilan

yang Agung” yang dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : driver

(pengarah/pengendali), system and enabler (sistim dan penggerak), dan result (hasil).
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ODA dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

Pengadilan (internal dan eksternal). Berdasarkan hasil ODA ditemukan

permasalahan yang mengemuka dari Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan

di bawahnya terkait dengan 2 fungsi, yaitu fungsi peradilan dan pengawasan.

Sementara itu sehubungan dengan usaha perbaikan internal, fungsi administrasi dan

pengaturan menjadi sangat penting untuk membertuk sebuah organisasi yang kuat.

Dari semua itu diperlukan adanya pemimpin yang mampu menjadi model

keteladanan.
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Kerangka Logis Evaluasi RB (Internal dan Eksternal)

Pengungkit sebesar 60 % meliputi :
1. Manajemen Perubahan 5%

2. Penataan Perundang-Undangan 5%

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 6%

4. Penataan Tatalaksana 5%

5. Penataan Sistem Manajemen SDM 15%

6. Penguatan Pengawasan 12%

7. Penguatan Akuntabilitas 6%

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6%

Hasil sebesar 40% meliputi :
1. Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20)

- Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)

- Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal)

(6)

2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10)

- Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7)

- Opini BPK (3)

3. Kualitas Pelayanan Publik (10)

- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei

Eksternal) 10)

C. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG

Berbagai peraturan pemerintah sebagai landasan legal dan operasional untuk

mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2015 - 2019, antara lain

sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi ;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Nomor 11 Tahun

2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 033/KMA/SK/III/2011 tentang

Pembentukan Tim Pembaharuan Peradilan. (Tim pembaruan peradilan
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bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan program RB sesuai

dengan areanya.

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 43/KMA/SK/III/2013 tentang

Penunjukan Koordinator Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi;

6. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor:

05/BP/SK/II/2013 tentang Pembentukan Tim Penilaian Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi.

7. Surat Dirjen Badilag Nomor : 0720/DjA/OT.01.2/02/2017 tanggal 27 Februari

2017 tentang Laporan Evaluasi Revormasi Birokrasi.

D. PERUBAHAN SECARA TERENCANA

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015 –

2019 telah disusun strategi pembangunan melalui tiga dimensi pembangunan yaitu

dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, serta

dimensi pemerataan dan kewilayahan. Ketiga dimensi tersebut tentunya juga

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Gresik. Untuk menjamin terlaksananya ketiga

dimensi tersebut tentunya juga didukung dengan kepastian dan penegakan hukum,

keamanan, dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola reformasi birokrasi

yang seharusnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu pelaksanaan reformasi

birokrasi di Pengadilan Agama Gresik memiliki peran yang penting untuk mendukung

pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik dalam

rangka Penyelesaian perkara dan pelayanan masyarakat. Strategi pembangunan

nasional tahun 2015 – 2019 dapat digambarkan dengan penguatan yang dilakukan

melalui langkah – langkah umum sebagai berikut :

1. Memelihara dan / meningkatkan / memperkuat

2. Melanjutkan upaya perubahan

3. Mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya

4. Memastikan internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama

Gresik.

Keempat langkat tersebut merupakan langkah strategis yang akan

dilaksanakan, sehingga pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan

Pengadilan Agama Gresik sudah beranjak pada tahapan penguatan reformasi

birokrasi dengan berbasis kinerja yang akan mencapai visi Reformasi Birokrasi

secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu

pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.
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Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Gresik dengan berbasis kinerja ditandai

dengan beberapa hal, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas, pokok, wewenang dan fungsi berorientasi pada prinsip efektif,

efisien, dan ekonomis dengan tetap menjamin Kepastian Hukum bagi masyarakat

pencari keadilan

2. Kinerja difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome (hasil).

3. Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem

berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;

4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerjanya sesuai

dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap

kinerja Pengadilan Agama Gresik secara keseluruhan.

Adapun tujuan reformasi birokrasi adalah : Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

Birokrasi yang efektif dan efisien; Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Pengadilan

Agama Gresik adalah:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
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2. Birokrasi yang efektif dan efisien

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
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Melalui manajemen perubahan, implementasi hal-hal tersebut di Pengadilan Agama Gresik

akan mengubah mind set dan cultural set birokrat Pengadilan Agama Gresik ke arah budaya

yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel untuk memenuhi ke 3 (tiga) sasaran

Reformasi Birokrasi. Proses dan sasaran Reformasi Birokrasi berorientasi untuk

meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju kondisi profil birokrasi yang diharapkan

pada tahun 2025.

E. Faktor Kunci Keberhasilan Reformasi Birokrasi Di Pengadilan Agama Gresik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Gresik terus mengiringi

upaya pencapaian visi, misi, dan kinerja Pengadilan Agama Gresik yang

dilaksanakan dengan penuh semangat dan melibatkan semua aspek yang

mendukung. Faktor kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama

Gresik antara lain:

1. Komitmen semua level manajemen mengawal keberhasilan Reformasi Birokrasi.

dalam seluruh tahap Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Gresik, komitmen

pimpinan selalu didapatkan, ditandai dengan penandatangan kesiapan Kepala

Pengadilan Agama Gresik untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi, serta

pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi fokus prioritas kegiatan Mahkamah

Agung sejak diterbitkannya cetak biru Mahkamah Agung tahun 2003-2009 dan

cetak biru 2010-2035.

2. Internalisasi Reformasi Birokrasi melalui integrasi kegiatan utamanya terkait

revolusi mental pada aparatur Pengadilan Agama Gresik. Pada hakikatnya,

seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di Pengadilan Agama Gresik

merupakan program dan kegiatan yang mengalami proses perbaikan secara

terus menerus, dengan tujuan utama untuk kepentingan masyarakat.

3. Mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung Reformasi Birokrasi.

Keterlibatan seluruh komponen organisasi, merupakan salah satu bentuk

komitmen pimpinan Pengadilan Agama Gresik untuk mensukseskan Reformasi

Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Gresik. Upaya pengerahan seluruh

sumber daya juga akan dijalankan seiring dengan peningkatan efisiensi

penggunaan anggaran dan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana.

4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten. Reformasi Birokrasi di

lingkungan Pengadilan Agama Gresik diupayakan menjadi kebutuhan

Pengadilan Agama Gresik, tidak hanya ketika Reformasi Birokrasi menjadi

prioritas pemerintah, tetapi sudah merupakan kebutuhan organisasi.
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5. Pencapaian dan peningkatan target secara berkesinambungan. Pada dasarnya

Reformasi Birokrasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk tujuan birokrasi yang

lebih baik.

6. Upaya perbaikan dilakukan secara terus-menerus, holistik, terstruktur, dan

berorientasi pada hasil. Upaya perbaikan terus menerus akan dilakukan baik dari

sisi dokumen (akan menjadi living document) maupun pada tahap implementasi

serta monitoring dan evaluasinya.
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BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PENGADILAN AGAMA GRESIK

I. KONDISI SAAT INI

A. Manajemen Perubahan

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan

Agama Gresik di bidang manajemen perubahan dapat dilihat dari capaian

pada 7 (Tujuh) program reformasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi

Pengadilan Agama Gresik telah mensosialisasikan Reformasi Birokrasi

secara terus menerus dan berkelanjutan disertai dengan pelaksanaan

yang dilaporkan progresnya dalam rapat dinas.

2. Pembentukan Tim Reformasi Birokasi

Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi

Yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik

Nomor W13-A17/42/OT.00/SK/1/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Gresik.

3. Road Map Reformasi Birokrasi

a. Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal

yang mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah

Agung RI tahun 2015 - 2019.

b. Road Map Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Gresik telah

mencakup 8 area perubahan yaitu :

1) Manajemen Perubahan

2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan

3) Penataandan Penguatan Organisasi

4) PenataanTatalaksana

5) Penataan Sistem Manajemen SDM

6) Penguatan Akuntabilitas

7) Penguatan Pengawasan

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
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4. Pemilihan Role Model

Pengadilan Agama Gresik telah melaksanakan Pemilihan Role Model

dengan ketentuan sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor :

W13-A17/41/OT.00/SK/1/2019 tanggal 02 Januari 2019.

5. Publikasi kegiatan dan pelaksanaan RB

Kegiatan dan pelaksanaan RB pada Pengadilan Agama Gresik telah

dipublikasikan pada situs web dengan alamat http://www.pa-

Gresik.go.id.

6. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Pengadilan Agama Gresik telah melaksanakan perubahan dan pola

pikir dan budaya kerja secara terus menerus dan berkelanjutan diawali

dengan Pencanangan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi serta

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

7. Monitoring dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama

Gresik.

Pengadilan Agama Gresik mengadakan rapat sosialisasi Reformasi

Birokrasi secara mandiri dan terjadwal dan meminta laporan serta

evidence kepada tiap tiap area.

B. Penataan Perundang-Undangan

1. Sosialisasi Perma

Pengadilan Agama Gresik sudah mensosialisasikan Perma Nomor 7

Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah

Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya, Perma Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pengawasan dan pembinaan atasan langsung di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya, dan

Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman penanganan pengaduan

(Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan peradilan di

Bawahnya.

2. Sosialisasi Tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Agama Gresik sudah mensosialisasikan SK KMA Nomor 026 /

KMA / SK / II / 2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan.
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3. Sosialisasi Keputusan Sekma Tentang Penegakan Disiplin Kerja.

Pengadilan Agama Gresik sudah mensosialisasikan Keputusan Sekma

Nomor 035 / SK / IX / 2008 tentang Petunjuk pelaksanaan Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071 / KMA / SK / V /

2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan

pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada

Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya.

4. Sosialisasi Reformasi Birokrasi

Pengadilan Agama Gresik sudah mensosialisasikan Reformasi Birokrasi

secara Mandiri.

5. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

Pengadilan Agama Gresik sudah membentuk Tim Reformasi Birokrasi

sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik.

6. Menginventarisir Buku Perundang-Undangan di Pengadilan Agama Gresik.

Pengadilan Agama Gresik telah menginventarisir Buku Perundang-

Undangan dengan cara di register dan di upload di Website Pengadilan

Agama Gresik.

C. Penataan dan penguatan Organisasi

1. Evaluasi Penguatan Organisasi berdasarkan Perma Nomor 07 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan.

Pengadilan Agama Gresik telah mensosialisasikan dan menetapkan

struktur orgasnisai berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015.

2. Evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi.

Pengadilan Agama Gresik sampai saat ini belum terpenuhinya struktur

jabatan yang ada pada jabatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dan

telah melaporkan kebutuhan personil tersebut ke instansi atas dalam

bentuk Laporan Tahunan.

3. Evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit Bagian.

Pengadilan Agama Gresik melaksanakan pendelegasian wewenang dalam

pelaksanaan tugas sudah menurut jenjangnya.

4. Evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh

unit Bagian.
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Masih adanya duplikasi fungsi dalam tugas dan jabatan pada Pengadilan

Agama Gresik karena Kurangnya personil Agama yang menjabat sebagai

Panitera Pengganti, dan sudah melakukan Pengajuan kebutuhan personil

Agama sebagai Panitera Penganti ke instansi atas.

5. Evaluasi yang menganalisis adanya pejabat yang melaporkan kepada

lebih dari seorang atasan.

Pengadilan Agama Gresik tidak terdapat adanya pejabat yang melaporkan

kepada lebih dari seorang atasan

6. Evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja

yang akan dihasilkan kepada seluruh unit Bagian.

Pengadilan Agama Gresik telah memberikan Nilai kepada seluruh

Pegawai melalui SKP.

7. Evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih dengan Unit

Kerja/Bagian lain.

Pengadilan Agama Gresik dalam melaksankan tugas pokok dan fungsi

masih tumpang tindih dengan Bagian-bagian lain, hal tersebut disebabkan

belum terpenuhinya personil sesuai dengan Struktur Organisasi dan sudah

melakukan upayan pengajuan Personil ke Satuan atas.

D. Penataan tatalaksana

1. Standart Operating Prosedure (SOP)

Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi

sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, dan sampai saat ini

belum dilakukan Reviu atas SOP tersebut.

2. Monitoring pelaksanaan SOP pelayanan

Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi

sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan khususnya SOP

Pelayanan sudah terupload di Website Pengadilan Agama Gresik.

3. E-government (pelayanan pemerintah kepada publik berbasis elektronik

dengan tujuan transparansi).

Seluruh Aplikasi Online yang digunakan oleh Pengadilan Agama Gresik

baik turunan dari Mahkamah Agung maupun dari Kementerian keuangan

telah di upload di Website Pengadilan Agama Gresik.

4. Keterbukaan informasi publik (SK KMA No.1-144 Tahun 2011)

Pengadilan Agama Gresik telah mengimplementasikan SK KMA No.1-144

Tahun 2011 dengan cara menerbitkan SK tentang keterbukaan Informasi
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dan telah membuat banner banner di Sosialisasikan di Pengadilan Agama

Gresik.

E. Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Perencanaan kebutuan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

Analisa kebutuhan Pegawai disempurnakan dengan mengacu

berdasarkan SK NO. 143 / KMA / SK / VIII / 2007.

2. Pengembangan Pegawai berbasis kopentensi

Pengadilan Agama Gresik telah melakukan kegiatan pelatihan /

pembinaan sesuai dengan kebutuhan jabatan dengan cara DDTK (Diklat

DI Tempat Kerja) dan mengusulkan Personil untuk diikutkan Bimbingan

atau Pelatihan pelatian/Bintek kepada Mahkamah Agung RI.

3. Penetapan Sasaran Kinerja Individu

Pengadilan Agama Gresik telah menetapkan Sasaran Kinerja individu

kepada seluruh pegawai.

4. Penekanan aturan

Pengadilan Agama Gresik telah melakukan Sosialisasi kode etik,

peraturan disiplin pegawai dan pembinaan

5. Sistem Informasi Kepegawaian

Pengadilan Agama Gresik telah melakukan penjunjukan Operator Aplikasi

SIKEP sehingga data seluruh pegawai diupload di Aplikasi SIKEP secara

up to date.

F. Penguatan Akuntabilitas Kerja

1. Penyusunan Renstra

Pengadilan Agama Gresik telah membuat Renstra, RKT, IKU Tahun 2016

dan Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra,

PKT, RKT, IKU Tahun Anggaran 2016.

2. Penyusunan Penetapan Kinerja.

Pengadilan Agama Gresik telah membuat Penetapan Kinerja dan

Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan

Kinerja.

3. Pencapaian kinerja secara berkala.
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Pengadilan Agama Gresik telah membuat LKjIP (Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah) dan Laporan Tahunan dan Pimpinan memantau pencapaian

kinerja secara berkala.

4. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Pengadilan Agama Gresik belum mensosialisasikan peningkatan

kapasitas SDM dalam menangani akuntabilitas kinerja karena belum

dilaksanakan asistensi dan konsolidasi oleh tim pusat, maupun inisiatif

Pengadilan Agama Gresik mengundang narasumber dari instansi terkait

maupun pusat.

5. Penyusunan Pedoman akuntabilitas kinerja

Pengadilan Agama Gresik dalam penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah) dan Laporan Tahunan mengacu pada Peraturan

Presiden, Permenpan RB RI, dan Surat Sekretaris MARI.

6. Pengukuran Kinerja berbasis elektronik.

Pengadilan Agama Gresik telah melaksankan Laporan berbasis elektronik

sesuai dengan petunjuk Eselon I.

7. Sistem Pengukuran Kinerja

Seluruh aplikasi Online yang di implementasikan oleh Pengadilan Agama

Gresik dapat diakses secara berjenjang.

8. Pemutakhiran data kinerja

Pengadilan Agama Gresik sudah melaksanakan pengisian SIPP dan E-

LLK setiap hari, sedangkan Komdanas, SMART. E-MONEV diinput sesuai

dengan jadwal

G. Penguatan Pengawasan

1. Membuat Kebijakan Penanganan Gratifikasi

Pengadilan Agama Gresik telah mengeluarkan Kebijakan penanganan

Gratifikasi, Kepala telah melakukan Sosialisasi Gratifikasi baik setiap Apel

maupun rapat anggota selain itu juga ada banner-banner sebagai sarana

pendukungnya.

2. Membuat Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern.

Sudah ada Sistem Pengendalian Intern yang di buat dalam bentuk laporan

dari para Hakim pengawas yang di tunjuk untuk mengawasi di bidang

Perkara, Keuangan, IT dan Personel, namun belum disosialisasikan

kepada para anggota atas temuan dari Hakim Pengawas Bidang.
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3. Penanganan Pengaduan Masyarakat telah di sosialisasikan dan di

Implementasikan

Pengadilan Agama Gresik telah mengeluarkan Kebijakan Pengaduan

Masyarakat dan SK petugas yang melayani Pengaduan Masyarakat.

4. Membuat Kebijakan Whistle Blowing System.

Pengadilan Agama Gresik telah mensosialisasikan Perma Nomor 9 Tahun

2016 tentang Sistem Penanganan Pengaduan

5. Membuat Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

Pengadilan Agama Gresik telah melakukan Sosialisasi Undang Undang

Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari KKN

6. Pencanangan Zona Integritas

Pengadilan Agama Gresik telah melakukan Pencanangan sesuai dengan

Permenpan No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah birokrasi bersih

dan melayani di lingkungan instansi Pemerintah.

H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan SK KMA No. 026 Tahun 2012 tentang Standart Pelayanan

peradilan.

Pengadilan Agama Gresik sudah mengacu pada SK KMA Nomor 026

Tahun 2012 dalam penerapan Standart Pelayanan

2. yang telah dimaklumatkan.

Pengadilan Agama Gresik sudah melaksanakan sosialisasi tentang

Penerapan Standart Pelayanan dan sudah terpasang maklumat standart

pelayanan di Pengadilan Agama Gresik.

3. Implementasi SOP Standart pelayanan.

Pengadilan Agama Gresik sudah memiliki SOP Pelayanan Informasi dan
Pengaduan

4. Reviu atas standart pelayanan

Pengadilan Agama Gresik belum melakukan reviu atas standart pelayanan

5. Implementasi Sosialisasi / Pelatihan pelayanan prima

Pengadilan Agama Gresik sudah melakukan Sosialisasi /pelatihan dalam

upaya penerapan pelayanan Prima
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Contoh : (Kode Etik, Estetika, Capacity building, Pelayanan Prima)

6. Pelayanan Informasi yang akuntabel dan berbasis IT

Pengadilan Agama Gresik sudah menerbitkan Informasi tentang

pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

7. Pelaksanaan Implementasi sistem Reward and Punishment

Pengadilan Agama Gresik sudah melaksanakan Sistem reward, namun

untuk Punishment (sanksi) belum pernah terjadi.

8. Pelayanan terpadu / terintegrasi

Pengadilan Agama Gresik sudah memiliki sarana layanan terpadu /

terintegrasi

9. Terdapat inovasi pelayanan

Pengadilan Agama Gresik sudah terdapat inovasi pelayanan

10. Sarana dan prasarana media pengaduan

Pengadilan Agama Gresik sudah terdapat media pengaduan

11. Implementasi SOP Pengaduan

Pengadilan Agama Gresik sudah terdapat SOP pengaduan.

12. Pengelolaan Unit pengaduan

Pengadilan Agama Gresik sudah terdapat Unit yang mengelola

pengaduan pelayanan.

13. Pelaksanaan atas pelayanan pengaduan.

Sampai dengan saat ini belum dilaksanakan pelayanan pengaduan karena

memang masih nihil.

14. Pelaksanaan atas evaluasi penanganan keluhan / masukan

Pengadilan Agama Gresik sampai dengan saat ini belum ada keluhan atau

masukan

15. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

Pengadilan Agama Gresik sudah melakukan Survey kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan

16. Pelaksanaan publikasi survey kepuasan masyarakat

Pengadilan Agama Gresik sudah melakukan publikasi hasil survey

kepuasan masyarakat
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17. Evaluasi atas hasil survey dan kepuasan masyarakat

Pengadilan Agama Gresik sudah menindak lanjuti atas hasil survey

kepuasan masyarakat

18. Pengembangan IT sebagai sarana pelayanan publik

Pengadilan Agama Gresik sedang mengajukan anggaran untuk

peningkatan dan pengembangan Teknologi Informasi dalam rangka

pelayanan publik seperti Wifi gratis.

19. Pelaksanaan perbaikan (pemeliharaan dan pembaruan) secara terus

menerus

Pengadilan Agama Gresik telah melakukan pemeliharaan dan pembaruan

secara terus menerus

II. HASIL

A. Kapasitas dan Akuntabiilitas Kinerja Organisasi

Telah dilakukan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dengan penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya atas prestasi dalam akuntabilitas kinerja dengan nilai B sesuai

dengan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gresik Nomor W13-

A/1800.01/OT.01.2/6/2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Laporan Hasil

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN.

Nilai Persepsi Korupsi (Survey Eksternal)

Pengadilan Agama Gresik telah mensosialisasikan larangan Korupsi dan

Gratifikasi serta melaksanakan pencanangan Wilayah Bebas Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

C. Kualitas Pelayanan Publik

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

Telah dilakukan survey eksternal kualitas pelayanan yaitu berupa:

1. Laporan Survey Pelayanan Publik di Pengadilan.

2. Survey kepuasaan pelanggan
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BAB III
PENCAPAIAN DAN ISU STRATEGIS

Secara umum, relasi antara visi, misi, dan nilai-nilai utama Pengadilan Agama Gresik pada

prinsipnya, strategi yang digunakan adalah usaha untuk mengelola institusi peradilan

dengan lebih baik, dengan harapan akan tumbuh kepercayaan masyarakat dan

terpenuhinya kebutuhan pencari keadilan. Visi, misi, dan nilai-nilai utama tersebut juga akan

diuraikan dengan lebih rinci di dalam Bab III ini.

A. Visi Pengadilan Agama Gresik yang telah dirumuskan oleh Ketua Pengadilan Agama

Gresik adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung “.
Visi Pengadilan Agama Gresik tersebut di atas, merujuk pada Visi Badan Peradilan

yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009.

Dalam Road Map ini dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan

Pengadilan Agama Gresik yang agung. Pengadilan Agama Gresik, secara ideal

dapat diwujudkan sebagai sebuah Pengadilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan

berkeadilan.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas

dan terukur.

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana,

cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang

aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria

obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan

jalannya peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan

transparansi.

10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.
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B. Misi Pengadilan Agama Gresik

Misi Pengadilan Agama Gresik dirumuskan dalam upaya mencapai visinya. Seperti

diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan adalah

pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu

masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Pengadilan Agama Gresik, adalah:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.

2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.

3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi

masyarakat.

4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dua puluh lima tahun

mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Gresik

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah

adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu

kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian

institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya

(kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam

usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah

mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial

(konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan

organisasi, administrasi, dan finansial harus dijalankan secara baik. Hal ini

dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman

yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian

pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung

dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN.

Selain kemandirian institusional, kemandirian Pengadilan Agama Gresik juga

mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian

individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan

pengadilan. Tujuan peyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk

menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
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yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan

kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah

hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

Tugas Pengadilan Agama Gresik adalah menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya orientasi perbaikan yang

dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik harus mempertimbangkan

kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian

adalah keharusan bagi Pengadilan Agama Gresik untuk meningkatkan

pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang

subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.

Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai

sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka

menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut)

kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik, selain

menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat

dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif

sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya

pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan,

sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Gresik akan menentukan kualitas

dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Agama Gresik. Dalam sistem satu

atap, peran Pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial,

diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis

(kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan

pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di

pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional,

Pimpinan Pengadilan Agama Gresik dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.

Dengan kata lain Pimpinan Pengadilan Agama Gresik harus memiliki

kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Gresik

menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama
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Gresik dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial

dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Gresik merupakan faktor

penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan

Agama Gresik. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan

mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-

putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk

pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga

akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di Pengadilan Agama

Gresik. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan

akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan

pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan

ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip

transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur

dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk

bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2016 telah disusun

berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan.



23 | P A . G r e s i k

C. NILAI-NILAI UTAMA BADAN PERADILAN

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Pengadilan

Agama Gresik. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga

Pengadilan Agama Gresik dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-

nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya Pengadilan Agama Gresik. Nilai-nilai

yang dimaksud, adalah:

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).

a. Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan

harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman

(Pasal 3 ayat (2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

b. Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam

menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) UU No. 48/2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman). Artinya seorang Hakim dalam memutus perkara

harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta

bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak

langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) UU No.

48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim

yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan

kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya.

Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas personil peradilan

lainnya.

3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman)

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan

kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain

diwujudkan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional,

membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta

usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual.

Begitu pula halnya dengan personil peradilan lainnya, tugas-tugas yang diemban

juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 UU No. 48/2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman)
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Pengadilan Agama Gresik harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai

peradilan yang sederhana, cepat, dan biayaringan. Selain itu, hakim juga harus

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilaihukum dan rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat.

5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 UU No.

48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Salah satu upaya Pengadilan Agama Gresik untuk menjamin adanya perlakuan

sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil,

adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh

informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan

kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman)

Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan

yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan

pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu personil peradilan harus tidak

berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal

4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan

yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum.

D. ORGANISASI PENGADILAN AGAMA GRESIK

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik mengacu pada Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

a. Pimpinan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dipimpin oleh

Ketua dan Wakil Ketua.
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b. Kepaniteraan

Pengadilan Agama Gresik merupakan Pengadilan kelas I A, sesuai dengan

Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 94 ayat (1) berbunyi

“Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A adalah Aparatur Tata Usaha Negara

yang dalam menjalankan tugas dan funfsinya berada di bawah dan tanggung jawab

Ketua Pengadilan Agama Kelas I A”. Ayat (2) berbunyi “kepaniteraan Pengadilan

Agama Kelas I A dipimpin oleh Panitera”

Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :

1) Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas

dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;

3) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;

4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan

transparansi perkara;

5) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan

perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,

minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;

6) Pelaksanaan Mediasi;

7) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.

8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik terdiri atas Panitera Muda

Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara

permohonan;

2) Pelaksanaan registrasi perkara permohonan

3) pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari

Ketua Pengadilan Agama Gresik;

4) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan

diminutasi;
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5) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak

yang tidak hadir;

6) pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi

dan peninjauan;

7) pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara

permohonan;

8) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan

kasasi dan peninjauan kembali;

9) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum

kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada

Mahkamah Agung;

10) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan

hukum tetap;

11) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum

tetap kepada Panitera Muda Hukum;

12) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;

2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;

3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari

Ketua Pengadilan Agama Gresik melalui Panitera;

4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan

diminutasi;

5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak

yang tidak hadir;

6) Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara

gugatan;

7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan

banding, kasasi dan peninjauan kembali;

8) Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan

kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon

peninjauan kembali;
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9) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum

kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada

Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;\

10) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

11) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

12) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan

hukum tetap;

13) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

14) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.

2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara

3) Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah

Kementerian Agama

4) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara

5) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara

6) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas

perkara

7) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang

berkaitan dengan transparansi perkara

8) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat

9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Kesekretariatan.
Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Keempat Paragraf 1

Pasal 308 ayat (1) berbunyi “Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A adalah

Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada

di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama kelas I A”. Ayat (2) berbunyi

“kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh Sekretaris”
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Kesekretaiatan Pengadilan Agama Gresik mempunyai tugas melaksanakan

pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya

manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I A.

Kesekretaiatan Pengadilan Agama Gresik menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :

1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran

2) Pelaksanaan urusan kepegawaian

3) Pelaksanaan urusan keuangan

4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana

5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik

6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga,

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan

7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta

pelaporan dilingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Gresik.

Kesekretariatan Pengadilan Agama Gresik terdiri atas :
a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi , dan Pelaporan

b. Subbagian Kepegawaian, organisasi, dan Tata Laksana

c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan dipimpin oleh

seorang PNS disebut Kasubbag Perencanaan, Tehnologi Informasi dan pelaporan

yang mempuyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan,

program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta

pelaksaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dipimpin oleh

seorang PNS disebut Kasubbag Kepegawaian, Ortala yang mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan

organisasi dan tata laksana.

Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang PNS disebut

Kasubbag Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

BAB IV

ARAHAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2019
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A. PELAKSANAAN REVOLUSI MENTAL.

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang

ditunjukan dan dipraktikkan oleh para birokrasi. Perilaku ini mendorong terciptanya

citra negatif birokrasi. perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi.

Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat,

berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya.

Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan metal

aparatur. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong

terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih

dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang

berkualitas. Beberapa hal yang akan dilaksanakan dalam mengikuti prioritas nasional

area mental aparatur adalah:

1. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas

2. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan

pikir .

Tiga fase yang dilakukan untuk melakukan revolusi mental birokrasi secara

bersungguh sungguh dan berkesinambungan, yaitu:

1. Fase Melihat, yaitu dengan menidentifikasi faktor yang menjadi penyebab mental

aparatur yang masih belum baik

2. Fase bergerak, yaitu dengan melakukan perubahan perbaikan mental aparatur

birokrasi yang kongkrit dan melaksanakan secara konsisten.

3. Fase Menyelesaikan, yaitu memastikan bahwa program perubahan yang

dilakukan telah dapat menjawab hasil yang diharapkan dengan melakukan

monitoring danevaluasi atas pelaksanaan program perubahan untuk

memberikan umpan balik perbaikan perencanaan dan pelasanaan program

perubahan berikutnya.

Langkah melakukan revolusi mental birokasi harus dilakukan dengan strategi yang

tepat, konsisten, bertahap dan komprehensif melalui instrumen yang saling berkaitan

sebagai satu kesatuan, yaitu :

1. Penerapan sistem Manajemen SDM Aparatur yang berbasis Sistem Informasi.

2. Penguatan kepemimpinan pada masing-masing instansi.

3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

4. Transparansi pengelolaan pelayanan publik.

5. Penguatan fungsi pengawasan.

B. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.

Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat.

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong
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peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum,

nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas

pelayanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen

pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia

pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan. Hasil yang diharapkan dari area

pelayanan publik antara lain:

1. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan

masyarakat;

3. Meningkatnya profesionalisme aparatur.

C. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah

membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya dan

bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen

SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai,

pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak

kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan

dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu

dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan

pegawai yang profesional. Sumber daya manusia aparatur merupakan aset utama

yang akan menghantarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi. Struktur, anggaran, sarana dan prasarana yang

tersedia tidak akan optimal pemanfaatannya tanpa didukung SDM yang kompeten.

Reformasi Birokrasi menuntut instansi pemerintah untuk dapat melakukan tugas dan

fungsinya secara efektif dan efisien guna pelayanan prima kepada masyarakat. Salah

satu instrumen yang mampu membentuk dan mewujudkan tata pemerintahan yang

efektif dan efisien adalah sistem penegakan disiplin yang implementatif. Sejak

digulirkannya Reformasi Birokrasi, program peningkatan disiplin dijadikan salah satu

pilar dan agenda utama untuk dilaksanakan. Berikut ini program yang akan dilakukan

Pengadilan Agama Gresik Sebagai Prioritas nasional :

1. Penataan sistem rekrutment pegawai. Terbangunnya sistem rekrutment yang

terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi dengan diperolehnya

para pegawai baru yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh

jabatan.

2. Analisis jabatan. Tersedianya dokumen uraian jabatan dengan meningkatnya

pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas,
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tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban pegawai dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya.

3. Evaluasi jabatan. Tersedianya dokumen atau sistem peringkat jabatan.

4. Penyusunan standar kompetensi jabatan. Tersedianya dokumen standar

kompetensi individu yaitu terwujudnya profil kompetensi untuk masing-masing

jabatan di dalam organisasi dan tersedianya informasi secara komprehensif dan

akurat tentang profil kompetensi individu.

5. Penilaian individu berdasarkan kompetensi Tersedianya peta profil kompetensi

individu.

6. Penerapan sistem penilaian kinerja individu Tersedianya indikator kinerja individu

yang terukur yaitu terwujudnya sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif,

transparan dan akuntabel.

7. Pembangunan / pengembangan database pegawai Tersedianya data pegawai

yang mutakhir dan akurat yaitu berjalannya sistem informasi pegawai yang akurat,

terpadu, transparan, dan akuntabel.

8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.

9. Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis

kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yaitu berjalannya

sistem pendidikan dan pelatihan pegawai yang mengurangi kesenjangan antara

kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan kompetensi yang

dipersyaratkan oleh jabatan.

D. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber

yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan

masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang

bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan system

akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu

mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang

dipergunakannya. Diperlukan pembangunan/pengembangan teknologi informasi

dalam manajemen kinerja. Program penguatan akuntabilitas kinerja dengan hasil

yang diharapkan berupa meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas

keuangan dan kinerja yang terintegrasi dengan ukuran keberhasilan :

1. Renstra unit kerja sejalan dengan Renstra Mahkamah Agung RI

2. Renstra Mahkamah Agung RI menjadi acuan dalam perencanaan dan

penganggaran program/kegiatan tahunan.

3. Renstra Mahkamah Agung RI dipantau capainnya secara berkala.



32 | P A . G r e s i k

4. Perjanjian Kinerja dipantau capaiannya secara berkala.

5. Terdapat mekanismen Pemantauan dan Evaluasi kinerja (termasuk IKU).

6. Penyusunan/ pengembangan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi.

7. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung bernilai minimal Baik.

8. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

E. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif

aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis,

dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka

kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh

aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu

dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan

yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Berikut langkah-langkah

Pengadilan Agama Gresik dalam penguatan peraturan perundang-undangan:

1. Terkait harmonisasi:

a) Melakukan identifikasi dan analisis kembali untuk pemutakhiran pemetaan

terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak

harmonis/sinkron setiap tahun secara berkelanjutan.

b) Melakukan evaluasi peraturan yang tidak hamonis/tidak sinkron berdasarkan

hasil identifikasi, analisis dan pemetaan terkini, dengan memperhatikan tata

cara pembentukan peraturan terutama pada aspek transparansi dan

peningkatan pelayanan pencari keadilan

2. Terkait sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan yang ada.

a) Melakukan evaluasi atau pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan

peraturan/kebijakan yang mensyaratkan adanya Rapat koordinasi, naskah

akademis/kajian/policy paper, dan paraf koordinasi baik masing-masing

anggota POKJA

b) Melaksanakan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan melalui

rapat-rapat koordinasi, penyusunan naskah akademis/policy paper, dan paraf

koordinasi (verbal) berdasarkan hasil evaluasi.

F. PENGUATAN KELEMBAGAAN.

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien.

Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya

proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan

akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada

sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses

pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem
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kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya 31 budaya/perilaku

yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efesiensi organisasi

kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan

kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat

fungsi dan tepat ukuran. Pada area perubahan organisasi, permasalahan utama yang

dihadapi adalah Kelembagaan perangkat kementerian belum seluruhnya efisien dan

efektif menyelenggarakan urusan pemerintahan. Penataan organisasi yang efektif

dan efisien bukan persoalan mudah karena berdampak langsung terhadap karir dan

jabatan, sehingga penataan dilakukan secara gradual.

G. PENGUATAN TATALAKSANA

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga

sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang

seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses

yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian

mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada

birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan

dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan,

sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

H. PENGUATAN PENGAWASAN

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya

adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong

tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin

menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan

perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan

system pengawasan.

BAB V
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN AGAMA GRESIK

TAHUN 2015-2019
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Sesuai dengan kondisi umum reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Gresik

difokuskan pada perubahan sebagai berikut :

1. PELAKSANAAN REVOLUSI MENTAL

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang

ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya

citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang

dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal,

dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada

perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan

akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya

birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan

pelayanan yang berkualitas.

Beberapa hal yang akan dilaksanakan dalam mengikuti prioritas nasional area

mental aparatur adalah:

A. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;

B. Pembentukan perubahan pola pikir ke arah yang lebih baik. Untuk melakukan

revolusi mental birokrasi secara bersungguh-sungguh dan berkesinambungan,

melalui beberapa fase yaitu:

1) Fase Melihat, yaitu dengan mengidentifikasikan faktor yang menjadi

penyebab mental aparatur yang masih belum baik

2) Fase Bergerak, yaitu dengan melakukan perubahan perbaikan mental

aparatur birokrasi yang kongkrit dan melaksanakannya secara konsisten

3) Fase Menyelesaikan, yaitu memastikan bahwa program perubahan yang

dilakukan telah dapat menjawab hasil yang diharapkan dengan

melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program

perubahan untuk memberikan umpan balik perbaikan perencanaan dan

pelaksanaan program perubahan berikutnya.

Langkah melakukan revolusi mental birokrasi harus dilakukan dengan strategi

yang tepat, konsisten, bertahap dan komprehensif melalui instrumen yang

saling berkaitan sebagai satu kesatuan, yaitu:

1) Penerapan sistem manajemen SDM Aparatur yang berbasis sistem merit.

2) Penguatan kepemimpinan.

3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

4) Transparansi pengelolaan pelayanan public

5) Penguatan fungsi pengawasan.
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Pelayanan Publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan

masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya

mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah,

berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga

profesionalisme para petugas pelayanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan

penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu

mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta

peningkatkan kualitas pelayanan. Hasil yang diharapkan dari area pelayanan

publik antara lain:

1) Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan

publik;

2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan

masyarakat;

3) Meningkatnya profesionalisme aparatur.

Dalam road map reformasi birokrasi Pengadilan Agama Gresik tahun 2015-

2019, terdapat sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau),

dengan indicator Pelayanan publik murah, terjangkau, cepat, dan aman.

2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengadilan Agama Gresik selalu berupaya meningkatkan terobosan-

terobosan dalam rangka memberikan pelayanan publik terbaik tidak hanya bagi para

pencari keadilan tetapi juga pada masyarakat luas pada umumnya.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun

2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

a. Perkawinan;

b. Waris;

c. Wasiat;

d. Hibah;

e. Wakaf;

f. Zakat;
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g. Infaq;

h. Shadaqah; dan

i. Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun

2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat

hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal

52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk

memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau

menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan

Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan

secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal.

Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan

penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan

UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada Pengadilan Agama

untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial power)

tentu saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan terjadinya

perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya

akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk

meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari

keadilan.

Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan” sebagaimana

diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam

kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Agama

Gresik.

Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006

tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang dikenal

dengan “KMA Pengawasan” merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah

Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun

2003.

Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip

keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua
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Mahkamah Agung nomor: 144 / KMA / SK / VIII / 2007 tentang Keterbukaan

Informasi di Pengadilan kemudian Ketua Mahkamah Agung mengganti Surat

Keputusan tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor 1-144 /

KMA / SK /2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, KMA tersebut

selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses

informasi yang dikelola oleh Pengadilan diatur pula pedoman pelaksanaannya.

Kemudian untuk penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal

telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor:

071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana terlah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Republik Indonesia nomor: 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor

53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian.

Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu

pada Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada

Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya, Perma Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pengawasan dan pembinaan atasan langsung di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya, dan Perma Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pedoman penanganan pengaduan (Whistleblowing System) di

Mahkamah Agung dan Badan peradilan di Bawahnya serta Sekma Nomor 035 / SK /

IX / 2008 tentang Petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor : 071 / KMA / SK / V / 2008 tentang ketentuan penegakan

disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan

Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di

bawahnya.

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan

dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan

untuk mengembalikan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan

Agama Gresik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan

beberapa penyesuaian.

Pengadilan Agama Gresik tahun 2016 menetapkan arah kebijakan

peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini tertuang

dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari
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keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi

rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana,

transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan

integritas sumber daya aparatur peradilan.

3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

a. Evaluasi organisasi sudah dilakukan dan ditindaklanjuti mengacu pada Perma

Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan.

b. Duplikasi tugas dan fungsi sudah dianalisis, terdapat jabatan rangkap yaitu

sekretaris masih melaksanakan sidang, dan para pegawai masih banyak yang

merangkap dalam pekerjaan, hal tersebut terjadi karena kurangnya jumlah

Personil.

c. Memperkuat core bisnis dengan menguatkan struktur organisasi Kepaniteraan

dengan mempersingkat birokrasi proses penyelesaian perkara dengan sistem

satu pintu melalui Kepaniteraan.

4. PENATAAN TATA LAKSANA

a. Akan melakukan monitoring dan evaluasi SOP berkala dan berkelanjutan.

b. Akan dilakukan integrasi terhadap seluruh sistim informasi Pengadilan Agama

Gresik guna peningkatan e-goverment.

5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Penetapan program percepatan (quick wins) merupakan upaya Mahkamah Agung RI

dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi, penetapan tersebut pada prinsipnya

dimaksudkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui program yang

mendukung terselenggaranya pelayanan yang manfaatnya berdampak dirasakan

langsung secara nyata oleh masyarakat. Telah ditetapkan 4 (empat) program

percepatan, yaitu pelayanan:

1. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

2. Pengangkatan Jabatan Struktural berbasis IT berdasarkan PERMA No. 7 Tahun

2015

3. Usul Kenaikan Pangkat paperless.

4. Evaluasi PKT per triwulan SIKEP Mahkamah Agung telah mengembangkan

Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang bertujuan untuk menyediakan data

pegawai yang terpusat. Sistem ini dibuat untuk mendapatkan data pegawai yang

cepat, akurat dan tepat. Data ini akan dijadikan sebagai bahan bagi pimpinan
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untuk menentukan kebijakan ke depan selain itu data digunakan sebagai basis

data Mahkamah Agung RI dan bisa digunakan untuk kepentingan lembaga serta

langkah-langkah strategis Pengangkatan Jabatan Struktural berbasis IT Dengan

diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan, maka terjadi perubahan struktur

pengadilan yang berdampak kepada penambahan kelas pengadilan, eselonisasi

dan wilayah hukum pengadilan yang ada. Pengisian melalui Rapat Baperjakat

yang membahas jabatan baru telah menggunakan data berbasis IT sehingga

mempercepat dan mempermudah pimpinan dalam menentukan kebijakan. Usul

Kenaikan Pangkat paperless. Dengan peningkatan Pengadilan dan peningkatan

eselonisasi pejabat struktural maka banyak pegawai yang naik pangkat pilihan,

dengan adanya sistem aplikasi maka akan mempermudah proses kenaikan

pangkat tersebut. Evaluasi PKT per triwulan Dengan evalusi per triwulan fungsi

pengawasan akan cepat diketahui oleh pimpinan mengenai capaian dan

hambatan yang terjadi bagi pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai target

sudah ditentukan.

6. PENGUATAN PENGAWASAN

a. Akan dilakukan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan.

b. Meningkatkan peran dan fungsi UPG (Unit Penanggulangan Gratifikasi) dalam

penanganan gratifikasi berkaitan dengan pelaporan dan evaluasi kinerja UPG

secara berkala.

c. Akan berkoordinasi dan pendampingan dengan instansi lain yang telah

membangun dan menerapkan manajemen risiko.

d. Studi banding terkait manajemen risiko.

e. Pengembangan system pengelolaan dan penanganan wistle blowing.

f. Menyusun tim, jadwal dan rencana aksi penilaian integritas.

g. Akan dilakukan Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif.

h. Akan dibentuk unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”.

7. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Akan terus dilakukan monitoring dan evaluasi terkait akuntabilitas secara periodik.

8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Mendorong tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat.

PROGRAM QUICK WINS MAHKAMAH AGUNG DAN CAPAIANNYA

Program quick wins secara khusus dalam Road Map 2015-2019 ini, karena capaian

quick wins yang dicanakan dan telah terbukti menjadi pengungkit bagi perkembangan
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proses pembaruan peradilan dan memberi manfaat berkelanjutan serta sudah dicapai

pada pelakasanaan reformasi birokrasi tahun 2010 – 2014. Contoh program

pengembangan proses pembaruan peradilan yang memberi manfaat berkelanjutan.

Program pengembangan website yang merupakan salah satu bentuk pengembangan

teknologi informasi, mendorong pada pembangunan sistem-sistem informasi lainnya,

seperti sistem layanan informasi perkara, Sistem Pengawasan dan pengaduan

Berbasis Teknologi Informasi, dll.

Program Quick Wins Mahkamah Agung sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama

Gresik yaitu berupa pengembangan Website.

Quick Wins (Program Unggulan) Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut:

No Program Quick Wins Kelanjutan Program

1. Revolusi Mental/perubahan mental
model/perilaku aparatur.

a. Pengadilan Agama Gresik telah
melaksanakan sosialisasi Reformasi
Birokrasi secara terjadwal dengan tujuan
agar birokrasi dapat menggunakan
seluruh sumber daya yang dimiliki secara
efektif untuk kepentingan public.

b. Pembentukan Tim RB.
c. Pemilihan Role Model.
d. Publikasi kegiatan dan pelaksanaan RB.
e. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
f. Monitoring dan pelaksanaan RB.

2. Restrukturisasi organisasi Pengadilan
Agama Gresik.

a. Struktur Oraganisasi Pengadilan Agama
Gresik telah mengacu pada Perma No. 7
Tahun 2015.

b. Pengadilan Agama Gresik secara rutin
melaksanakan Evaluasi untuk menilai
ketepatan fungsi dan ukuran organisasi
yang sudah ada.

3. Pengembangan Teknologi Informasi Dalam pengembangan Teknologi Informasi,
Pengadilan Agama Gresik telah
meningkatkan kapasitas hosting /
webserver.
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No Program Quick Wins Kelanjutan Program

4. Penguatan Pengawasan a. Pengadilan Agama Gresik telah
Membuat Kebijakan Penanganan
Gratifikasi sebagaimana SK Ketua
Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-
A17/144/OT.00/SK/1/2019 tanggal 02
Januari 2019 tentang Pedoman Umum
Penanganan Gratifikasi.

b. Pengadilan Agama Gresik telah
Membuat Kebijakan Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern.

c. Penanganan Pengaduan Masyarakat
telah di sosialisasikan dan di
Implementasikan

d. Membuat Kebijakan Whistle Blowing
System.

e. Membuat Kebijakan Penanganan
Benturan Kepentingan.

5. Sumber Daya Manusia Aparatur a. Perencanaan kebutuhan Pegawai sesuai
dengan kebutuhan organisasi

b. Sasaran Kinerja individu telah ditetapkan
kepada seluruh pegawai di Pengadilan
Agama Gresik melalui :
1) Job discription.
2) E-LLK
3) Evaluasi Periodik
4) SKP (PP. 46 /2011)
5) Perka BKN No. 1/2013

6. Peningkatan Pelayanan Publik a. Pengadilan Agama Gresik dalam
Meningkatkan pelayanan publik telah
mengadakan fasilitas umum berupa :
1) Fasilitas bagi kaum disabilitas;
2) Fasilitas Ruang Laktasi.

b. Pengadilan Agama Gresik sudah -
mengacu pada SK KMA No. 026 Tahun
2012 dalam penerapan Standart
Pelayanan

c. Pelayanan Informasi yang akuntabel
dan berbasis IT.

d. Pengadilan Agama Gresik sudah
menerbitkan Informasi tentang pelayanan
mudah diakses melalui berbagai media,
seperti :
1. Papan Pengumuman .
2. Website
3. Penetapan Biaya Penggandaan

Informasi
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BAB VI
PENUTUP

Pengadilan Agama Gresik melaksanakan program Reformasi Birokrasi secara

menyeluruh secara bertahap lima tahunan sampai 2025 dengan mengacu Peraturan

Presiden Nomor 81Tahun 2010 dan memperhatikan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 –

2035 untuk mewujudkan Visi Misi Pengadilan Agama Gresik. Pola pikir pencapaian visi dan

misi tersebut dimulai dari penyempurnaan kebijakan Pengadilan Agama Gresik yang

mendorong terciptanya organisasi sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi Pengadilan Agama Gresik. Kebijakan Pengadilan Agama Gresik melakukan reformasi

dibidang penanganan perkara dan rencana pengembangan E-Goverment serta didukung

dengan penataan dan penguatan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, Sumber

Daya Manusia, serta didukung sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu

mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Melalui manajemen perubahan utamanya revolusi mental yang akan mengubah mind set

dan cultural set birokrat Pengadilan Agama Gresik ke arah budaya yang lebih profesional,

produktif, dan akuntabel untuk memenuhi ke tiga sasaran Reformasi Birokrasi. Proses dan

sasaran Reformasi Birokrasi berorientasi meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju

profil birokrasi yang diharapkan pada tahun 2025. Sedangkan perubahan kondisi yang

mengharuskan Badan Peradilan untuk secara cepat menyesuaikannya adalah adanya

gerakan Reformasi Birokrasi Nasional. Gerakan ini menuntut pembaruan mendasar di

bidang organisasi dan SDM, di mana tujuannya adalah mengubah pola pikir dan budaya

kerja di lingkungan Pengadilan Agama Gresik. Tantangan terbesar bagi Pengadilan Agama

Gresik sebagai pilot project reformasi birokrasi adalah bahwa Pengadilan Agama Gresik

diharapkan mengikuti arahan reformasi birokrasi dan dapat menjadi contoh bagi Pengadilan

lain yang berhasil melaksanakan reformasi birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Gresik tahun 2015 - 2019 yang

“komprehensif, sistematis dan berkelanjutan”, meliputi pembenahan di seluruh aspek

peradilan dalam kerangka pembaruan peradilan. Banyak permasalahan timbul akibat

adanya perubahan kondisi yang harus dihadapi oleh Pengadilan Agama Gresik.

Permasalahan tersebut mulai dari permasalahan manajemen dan kepemimpinan, proses

peradilan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan dan aset, kepuasan

pengguna jasa pengadilan, keterjangkauan jasa pengadilan sampai dengan

ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Gresik.

Sedangkan perubahan kondisi yang mengharuskan Badan Peradilan untuk secara cepat

menyesuaikannya adalah adanya gerakan Reformasi Birokrasi Nasional. Gerakan ini

menuntut pembaruan mendasar di bidang organisasi dan SDM, di mana tujuannya adalah
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mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama Gresik. Tantangan

terbesar bagi Pengadilan Agama Gresik sebagai pilot project reformasi birokrasi adalah

bahwa Pengadilan Agama Gresik diharapkan mengikuti arahan reformasi birokrasi dan

dapat menjadi contoh bagi Pengadilan Agama lain yang berhasil melaksanakan reformasi

birokrasi.

Proses penyusunan Road Map Pengadilan Agama Gresik 2010-2035 ini sudah

melibatkan para pihak, terutama para pemangku kepentingan utama. Keterlibatan para

pihak tersebut melalui berbagai cara, diantaranya sebagai partner diskusi, mengisi

kuesioner dan sebagai narasumber wawancara. Pemangku kepentingan internal yang

terlibat mulai dari pimpinan, hakim dan pegawai Pengadilan Agama Gresik. Sedangkan

pemangku kepentingan eksternal yang terlibat mulai dari akademisi, lembaga penegak

hukum lain, LSM, asosiasi profesi sampai dengan masyarakat umum. Dengan demikian,

Road Map ini dapat dikatakan merupakan hasil olahan dan perumusan dari ide dan

pemikiran yang berkembang di kalangan pemangku kepentingan utama Pengadilan Agama

Gresik.

Pendekatan penyusunan tersebut dilakukan tidak lain supaya Road Map ini benar-

benar menjadi dokumen yang memberikan arahan pembaruan Pengadilan Agama Gresik

yang sejalan dengan arahan reformasi birokrasi dan dapat diimplementasikan sesuai

dengan Reformasi Birokrasi yang dilakukan serta menghasilkan pembaruan yang dapat

dirasakan dan dinikmati oleh pencari keadilan.

Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam proses penyusunannya, maka sudah

menjadi kewajiban Pengadilan Agama Gresik untuk menjadikan Road Map ini sebagai

arahan pembaruan dan berkomitmen penuh untuk secara serius mengimplementasikannya.

Keberhasilan implementasi Road Map ini tidak mutlak di tangan Pengadilan Agama Gresik,

melainkan masih tergantung dari dukungan pihak lain, terutama Dewan Perwakilan Rakyat

sebagai penyusun Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Peradilan,

pemerintah sebagai pemegang sumber daya yang mendukung pengelolaan Badan

Peradilan, Lembaga penegak hukum lain sebagai mitra pelaksanaan tugas Badan Peradilan

dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan kunci dan pengguna Badan Peradilan.

Tanpa dukungan pihak-pihak tersebut, maka Road Map ini niscaya tidak akan dapat

diimplementasikan dengan baik.


